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I. PENGANTAR

Sepanjang sejarah pelaksanaannya, ekstradisi masih merupakan syaty sistem
terdiri atas beberapa proses di mana suatu negara menyerahkan kepada negara lain seseorang
yang disangkakan sebagai tersangka perbuatan pidana, Praktik ini berasa] dari sivilisas;
kuno dan bangsa-bangsa bukan Barat, seperti Mesir, Cina, dan Assyria-B abylonia. Pada
masa kuno itu praktik penyerahan orang yang dimintakan kepada negara lain dilakukap
dengan surat resmi berkhidmat dan juga dilaksanakan dengan khidmat, Penyerahan yang
diminta oleh negara asing itu biasanya didasarkan pada suatu kenyataan atau perjanjian,
tetapi juga bisa terjadi karena resiprositas dan sesuatu yang bersifat sopan santyn serta
maksud baik di antara negara-negara itu. Orang yang disetahkan itu biasanya adalah warga
negara dari negara yang memintanya, dan jarang sekali warga negara dari negara yang
diminta. Permintaan yang menyimpulkan mengapa minta diserahkannya tersangka itu
dipandang sebagai hal esensial dari hubungan persahabatan antarnegara.

Yang

IL. PRAKTIK BERDASARKAN PERJANJIAN

Kendati demikiun, dalam praktik dewasa ini ekstradisi selaly merupakan suatu proses
formal-wang melalui ity diserahkan seseoran g oleh suatu negara kepada negara lain
berdasarkan suaty petjanjian antarnepara, resiprositas'atau sopan santun baik antara negara-
negara yang bersangkutan, Oleh karena ity pihak-pihak dalam proses itu sangat bergantung
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kepada prespektif penilaian mereka, mengenai indiviy yan
.« tersebut. Sebegitu jauh mengenai proses dan ni .
sroses (erse : proses dan pihak-pihaknya, tidak b
- anyak perubahan

sejak dulu, tetapi mengenai rasio dan wjuan dari praktik penyerahan itu telah banyak
perubah, dan sebagai akibatnya adalah timbulnya aspek-aspek formal d ah banya

8 menjadi objek-subjek dari

ari proses tersebut,
Hukum internasional humaniter melahirkan pula status hukum b
- , ; ! m
yaitu individu-individu, yang mengakibatkan pembatas
§ gara bersangkutan,

aru sebagai pihak,
an terhadap pelaksanaan kekuasaan
dar negara-nc

Oleh karena pihak yang meminta dan yang dimintakan ity adalah negara, maka ada
faktor antara kepentingan dari negara-negara inj dengan menyetujui atau mcnola]:( ekstradisi
i1y, Dalam kenyataannya, sejarah dari ekstradisi itu lebih merupakan refleksi dari hubungan
politik antarnegara bersangkutan. Hal ini menjelaskan pula mengapa bila suatu negara
mempertahankan hubungan baiknya dengan negara lain, maka diadakanlah suatu formalitas
rertentu (perjanjian), dan ekstradisipun terikat pada rumusan-rumusan yang resmi dan
pcrjanjian-Pcrja“jia"’ sedangkan bilamana hubungan antara negara-negara yang
berkepentingan itu tidak formal, maka dicarikan modes yang tidak formal pula tentang

pcnycrahan itu.

m11. SEJARAH EKSTRADISI

Perjanjian ekstradisi pertama yang tercatat dalam peristiwa dunia berasal dari lebih
kurang 1280 SM. Dalam dokumen sejarah diplomatik yang tua itu Ramses II, Fir’aun dari
Mesir, menandatangani suatu perjanjian perdamaian dengan kaum Hittites setelah kaum
ini dikalahkan dalam percobaan untuk menyerang Mesir. Raja Hattusili IIl menandatangani
perjanjian itu untuk kaum Hittites dan dokumen itu dipahatkan pada Temple Ammon di
Karnak. Perjanjian perdamaian itu dengan tegas menyatakan mengenai dikembalikannya
orang-orang yang dicari oleh masing-masing negara. Setelah itu, hanya praktik ekstradisi
berdasarkan pengaturan Yunani dan Romawilah yang ditemukan dalam naskah-naskah

hukum internasional di Eropa.

Mereka yang diserahkan atas permintaan negara lain tadinya bukanlah mereka yang
menghindarkan diri dari peradilan karena suatu kejahatan biasa. Sejak masa kuno sampai
akhir Abad ke-18, mereka yang diminta untuk diserahkan itu adalah karena alasan-alasan
politik (lihat De Visscher, Theory and Reality in Public International Law, 1957, hlm. 243;
Nussbaum, A Concise History of the Law of Nations, 1954, him. 214). Negara-negara
asing berkewajiban satu sama lain menyerahkan mereka yang dipandang sangat mengganggu
stabilitas dari ketertiban politik negara mereka yang telah meminta diserahkannya orang
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Sejarah dari ekstradi ‘ |
. Masa kuno sampai Abad k‘e-l7, yaitu suatu masa yang hamp” sematy
. mengekstradisi penjahat politik dan keagamaan. - _ |
2. Abadke-18dan permulaanAbad‘lfc—l‘), suatu masa dia Aan"yapef.lanjian
| umumnya mengenai penjahat militer. o
3. Sejak 1833 hingga sekarang, suatu masa be_rsama prihatin dalam Menekan kejahman
amum (lihat G.F. Martens, Recueil des Traites). |
4 Akhir 1948 berkembanglah pikiran yang men.dor(mg Perh‘atlan lebih besay |
: melindungi hak-hak asasi manusia, yang ditunjukkan dan dlperhatikannya 3
untuk adanya suatu due process of international law yang mengatur

hubungan internasional.

si itu dapat dibedakan dalam empat masa :

Maty

Yang pada

agt ungyj
hUbungan_

Perkembangan sejarah dari praktik ekstradisi menyimpulkan bahwg PeNYerahay
tersangka yang mulanya karena kepentingan memelihara ketertiban dajam negeri day
negara-negara bersangkutan, tidak menjadi upaya kerja sama internasjgpg] demi
terpeliharanya kepentingan masyarakat dunia. Keprihatinan yang disebut terakhir in; pernah
dalam tahun 1824 dikemukakan oleh Hugo Grotius, dan akhirnya diterima masyarakat
antara Abad ke-16 dan 18 sebagai bagian dari upaya masyarakat dunia untak memberantzs
pembajakan laut. Sekalipun demikian, inipun bukan pula berdasarkan pada motif-motif
kemanusiaan melainkan lebih banyak karena alasan-alasan ekonomi oleh karena keamanan
saluran perdagangan Eropa pada waktu itu harus dipelihara. Namun sebagian besar dar
ekstradisi itu masih tetap merupakan suatu alat penting dari kerja sama antamegara. Pada

svatu waktu dia menyatakan diri dalam rangka memelihara kepentingan politik dan
keagamaan dari negara-

negara, lalu berangsur-angsur bergeser untuk mempertahankan
tendensi militerigtis,

dan akhirnya dia mempunyai lingkup internasional dalam kerja sama

untuk memberantas kejahatan biaga, Mengenai yang disebut terakhir ini sebagian adalid
berkat jasa dari para ahli filsafat, se

pembahary
diterjemah

perti Rousseau dan Voltaire yang merintis jalan bag!
-pembaharu hukum pidana ( Beccaria, Des Delitti e Delle Pene, 1704,
¥an oleb LA, Farer, Crimes and Punishments, 1880, him. 193-194; Bentan
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An ;,,;mdum’on to the Principles of Morals and Legistations

) . e
qulisan tersebut, eksteadisi yang puda mulanya dipusatkan pa
perangsur-angsur menjadi memperhatikan pula hak-hak

1948}, Sejak adanya tulisan-
da kejahatan-kejahatan biasa
o y asasi manusia dari terdakwa.
perkembangan 1ni menyertakan pula kesulitun-kesulitan dar; praktik serta formalitas
ckstradist itu. '

vattel memandang ekstradisi sebagai suaty kewajiban hukum murni yang dibebankan
pada negara-negara oleh hukum internasional dalam hyl kejahatan-kejahatan yang serius
pandangan dari Vattel ini didukung oleh berbagai penulis, seperti Heineccius Rutherfor;! |
Schmelzing, dan Kent (lihat Wheaton, Elements of International Law, 1916, ’hlm. 188). ,

Pendukung dari pandangan yang bertentangan dengan pandangan di atas, seperti
puffendorf, menganggap ekstradisi hanya sebagai suatu kewajiban yang tidak sempurna
memintakan suatu bantuan khusus guna menjamin terlaksananya dengan penuh dan efektif
hukum internasional (lthat Puttendorf, Elements of International Law, 191 6). Dia didukung
oleh Vet, Martems, Leyser, Mittermair (lthat Wheaton, pada note 11, him. 188).

1v. EKSTRADISI MENURUT BEBERAPA STELSEL HUKUM

Praktik pelaksanaan dewasa ini merefleksikan sebegitu jauh pandangan dari Puffendorf
di atas, tetapi ada pula kecenderungan untuk membenarkan posisi yang dikemukakan oleh

Vattel.

Supreme Court dari Amerika Serikat dengan tegas menyatakan tahun 1840, bahwa
prinsip tidak ada kewajiban untuk mengekstradisi, yang merupakan bagian tersendiri dan
terlepas dari pelaksanaan suatu perjanjian antarnegara. Pendirian ini sejak 1840
dipertahankan dengan kuat oleh Amerika Serikat. Pengadilan Inggris Raya mempertahankan
sikap yang sama dengan itu sejak 1815, walaupun pandangan sebelumnya yang dianut
adalah bahwa merupakan prerogatif raja untuk menyerahkan warga negaranya kepada negara
asing. Tetapi dalam tahun 1815 dipandang bahwa tanpa adanya wewenang berdasarkan
aturan perundang-undangan tidak ada orang yang dapat diserahkan kepada negara asing.
Sejak saat itu praktik Inggris Raya secara konsisten mempertahankan bahwa tidak ada
wewenang ekstradisi kecuali dengan aturan perundang-undangan dan perjanjian antamegara.
Dengan Extradition Act 1870 tidak diragukan lagi bahwa untuk semua aspek dari ekstradisi
diharuskan ada perjanjian ekstradisi sebagai syarat untuk dapat disetujuinya permintaan
negara-negara asing mengenai ekstradisi ini. Sejak itu pula orang tidak dapat disetujui

untuk diekstradisi jika tidak ada kewajiban berdasarkan aturanperundang-undan
an-keputusan pengadilan Inggris

gan atau

perjanjian antarnegara, dan ini dikuatkan dalam keputus
Raya dan negara-negara Commonwealih.
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EKSTRADISI DENGAN PERJANJIAN ANTARNEGARA

Banyzk negara di dunia tidak mempunyai perjanjian antarnegara mengenai ekstradisi,
et beberapa negara menjadi pihak dari banyak perjanjian antarnegara tentang ekstradis;
Brazil, misalnya, mempunyai sepuluh perjanjian antarnegara mengenai ekstradisi, Thailand
mempunyzi tiga perjanjian, Inggris mengadakan perjanjian dengan 44 negara, dan Amerika

Serikat dengan 88 negara.

Pra

V.

Beberapa negara lebih menghendaki sebagai suatu prinsip atau hal yang menyenangkan
bagi mereka jika hanya mengadakan perjanjian antarnegara mengenai ekstradisi dengan
negara-negara terpilih saja, seperti dengan negara-negara yang tidak pernah mau
mengadakan ekstradisi jika tidak ada perjanjian antarnegara mengenai hal ini, atau dengan
negara yang karena alasan batas teritorial atau karena alasan perdagangan yang erat sekali,
whingga mereka menginginkan adanya suatu perjanjian ekstradisi yang formal.

VI. EKSTRADISI TANPA PERJANJIAN ANTARNEGARA

erapkali menjadi masalah adalah mengenai kemungkinan dijaminnya tersangka suaty
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kejahatan dari suatu negarn untuk diserahkan kepada ncgara lain dalam hal tidak ada
P"‘jﬂnjian antarnegara mengenai ekstradisi, Seperti (elah dikemukakan di atas, negara-
pegard Common Law, sebagai suatu ketentuan umum mereka, tidak melakukan ekstradisi
dalam hal tidak ada perjanjian antarnegara mengenai hal ini, sedangkan negara-negara
Barat dan negar-negara lain dengan Civil Law System bersedia melakukan ekstradisi tanpa
perjanjian antarmnegara mengenai ckstradisi. Amerika Serikat memerlukan adanya suatu
greaty OF convention for extradition, sedangkan aturan perundang-undangan ekstradisi dari
Inggris Raya menggunakan hanya where an arrangement has been made with any foreign
state. Di sini perkataan arrangement sangat samar dan menunjuk kepada arti yang sangat
Juas, sehingga bukan mustahil adanya suatu pertukaran korespondensi diplomatik mengenai
ceorang tertentu, dapat saja termasuk ke dalamnya. Amerika Serikat pernah dalam suatu
kejadian mencari Ikemungkinan ekstradisi tanpa perjanjian antarnegara dan berusaha
melakukannya atas dasar sopan santun antarnegara, tetapi menganggap bahwa hal ini
merupakan suatn pengecualian.

Undang-Undang Dasar Belanda mengharuskan adanya perjanjian antarnegara sebelum
dilakukan ekstradisi. Aturan perundang-undangan Zaire, Ethiopia, Israel, dan Turki, juga
mengharuskan adanya pengaturan perjanjian antarnegara. Walaupun tidak ada larangan
khusus dalam undang-undang di Norwegia, dalam praktik, adanya suatu perjanjian
antarnegara dipandang mutlak untuk dapat diserahkannya pelaku perbuatan pidana dan
Norwegia ke negara-negara di luar daerah Nordic Treaty.

Perundang-undangan mengenai ekstradisi dari beberapa negara mengharuskan adanya
jaminan resiprositas sebagai suatu kondisi mendahului operasinya itu dalam hal tidak ada
suatu perjanjian antarnegara yang formal sifatnya. Undang-Undang Ekstradisi Jerman tahun
1929, misalnya, menegaskan bahwa ekstradisi tidak dapat dilakukan kecuali telah ada
jaminan tentang resiprositas. Ketentuan seperti itu juga ada dalam undang-undang dari
Argentina, Austria, Belgia, Irak, Jepang, Luxemberg, Mexico, Peru, Spanyol, Swiss, dan
Thailand (lihat Shearer, Extradition in International Law, 1971).

Mengenai Amerika Serikat seperti dinyatakan dalam keputusan Supreme Court tahun
1886, dan diperkuat kembali dalam tahun 1933, dikemukakan sebaga berikut: “.. the
principles of International Law recognize no right to extradition apari form treaty. While a
government may, If agreeable to its own constitution and laws, voluntarily exercise the
power to surrender a fugitive from justice to the country form which he has fled, and it has
been said that it is under a moral duty to do so, ... the legal right to demand his extradition
and the correlative duty to surrender him to the demanding country exist only when created
by treay” (Rausher v. United States, 1886, dan Factor v. Laubenheiner, 1933).
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:’:ﬁ‘:d‘::]t::ia suatu perjanjian antarne.ga'ra, perjanjian bilatera] il o diadaka
sebagai yang penting untuk dasar ekstradisi. n

Ada usaha-usaha yang dilakukan untuk mengadakan.klonvensi Multilatery) Menge,
hukum pidana internasional yang' akan mengatur eks.tradlsl dalam rarngka Ngaturgp, )
itu. Dalam International Convention fo:" the Suppressso.n of Coumerfecring C“”Ency tahu:
1929 ditegaskan bahwa kcjahatan-kejahf;ltan yar.ng. dlsebut'kan da'larn Conventjgy ,
dipandang sebagai kejahatan yang dapat Cll'EkStl'adlSI dalam t].ap Perjanjian ekstragig "
telah berjalan, atau yang masih akan dinyatakan kemudian antara parg pihak yy,
mengadakan kontrak. Peraturan seperti itu pula., yang mcmperlflas fiiterapkannya Pefjanjia:
perjanjian antarnegara yang sudah ada, terlihat dalam. perja“j‘a“‘Perjanjian o
narkotika, misalnya dalam Convention for the Suppression of Illicit Traffic in Dangemm
Drugs. Seperti itu pula dalam bidang perlindungan terhadap hak-

hak asaSi, Sfavep}-
Convention 1948, hanya mengharuskan negara-negara tidak mengkualifi

dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang disebutkan dalam conve
kejahatan-kejahatan politik. Dalam Tokyo Convention Offences on B,
dengan tegas ditiadakan kewajiban untuk mengakui adanya ekstradisi t
kejatahan yang berkaitan dengan itu, sedan gkan Hague Convention tahy
adanya kewajiban untuk ekstradisi. Oleh banyak penulis adanya suaty
dipandang sebagai yang paling ideal. Sementara itu perjanjian-
bilateral tetap merupakan dasar utama dalam praktik intern

kasikan genocide
ntion ity sebagyj
ard Aircraﬁ 1963
erhadap kejahatay.
n 1970 menegaskan
konvensi ekstradis;
perjanjian antarnegara bersifat
asional. |

VIIL EKSTRADISI DAN ASYLUM

Praktik asylum telah ada lebih dulu daripadanya aslinya: ekstradisi. Ekstradisi menjadi
pengecualian terhadap asylum, baik ka

rena substansinya maupun karena konsekuensi dan
perkembangan sejarahnya,
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Kata asylum berasal dari bahasa Latin, dan diambil dari suatu pengertian dalam bahasa
yonanis yaitu “tempat yang 'idalf berbahaya.” Konsep mengenai sifat tidak berbahaya il:li,
ang rersimpu] dalanli a:vytu:Tr. c.llperluas sampai kepada pribadi yang diberi asylum, yaitu
sleh karenanya menjadilah ia tidak berbahaya seperti Juga tempat yang dipandang tidak
perbahaya itu.

Menurut sejarahnya asylum adalah tempat di mana suaty negara tidak dapat
me]a].;sanakan yurisdiksinya terhadap setiap manusia pribadi yang ada di dalamnya, atau

seliap OTANg yang telah diberikan “sifat tidak berbahaya” pada dirinya. Hal ini
mengakibatkan timbulnya hubungan hukum antara asylum dan yurisdiksi.

Sekalipun demikian, asylum tidak selalu diakui atau dipraktikkan oleh masyarakat
sepanjang sejarah. Dia lebih merupakan suatu privilege daripada suatu hak. Namun dari
contoh-contoh diterapkannya asylum sepanjang waktu, terlihat bahwa ia semakin didasarkan
pada teori dari Suarez dan Grotius, bahwa asylum tersimpul sebagai hak asasi manusia
yeng diambil dari hukum kodrat alam. Di antara 21 sivilisasi yang dicatat sejarah, hanya
ivilisasi dari sekitar daerah Mideterania yang mengakui dan mempraktikkan suatu bentuk
dari asylum (lihat Sinha, Asylum and International Law, 1971, hlm. 5-49). Mengenai asylum,
"~ disebut pula dalam Talmud, Injil, dan Al-Qur’an.

Di Yunani, di mana asylum itu sangat berkembang, dia dilembagakan dalam dua bentuk:
(1) sebagai hal yang diterapkan terhadap orang-orang tertentu, dan (2) sebagai hal yang
diterapkan pada tempat-tempat tertentu. Mengenai orang-orang tertentu itu pada mulanya
adalah atlit-atlit yang ikut serta dalam olympic games, para artis, dan duta-duta besar dari
Dionysia. Menurut peristilahan sekarang, status mereka adalah sama dengan immunity
yang merupakan suatu bentuk pembatasan terhadap penerapan dari kekuasan yurisdiksi
terhadap orang-orang yang mendapat status privelege. Mengenai tempat-tempat, biasanya
adalah kuil-kuil, bangunan-bangunan yang merupakan tempat keagamaan bersejarah yang
karena berbagai alasan di dalam bangunan itu diberikan perlindungan. Jadi ada secmacam
hubungan antara pidana dan kepercayaan. Alasan mengapa sifat kesucian itu tidak berbahaya
oleh karena mereka yang masuk ke ddlamnya itu menjadi subjek dalam perlindungan yang
mahakuasa, yang jika tempat itu diganggu, menjadi terganggu pula yang mahakuasa itu.
Tetapi dalam beberapa hal dia juga merupakan subjek dari pemidanaan yang bersifat
sementara. Di Yunani kuno dan Mesir masa Dinasti Ptolemaic, hukuman mengganggu
sifat kesucian itu adalah hukuman mati. Sementara itu asylum dilaporkan ada pula di India
dan Cina selama beberapa abad sebelum Masehi, tetapi tidak ditemukan catatan mengenai
praktik atau hubupgan asylum itu dengan ekstradisi,

Dikatakan ada status hukum tertentu karena asylum dibetikan kepada orang-orang
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Dalam Abad ke-16 lahir pikiran-pikiran mengenai perombakan dan Pembaryay huloyg
pidana, dan pada Abad ke-17 perang-perang agama betkobar. Dalam Abad ke. | 8 perubalgy
terhadap hukum pidana dan begitu pula karena keprihatinan terhadap Ketertibap dunia,
lalu mengakibatkan perkembangan ini mendapat pembatasan bary dalam hukum dan pra
asylum, Di antaranya adalah: (1) tempatnya tidak perlu secara mutlak memberikan imuptas
kepada semua alasan pelarian, oleh karena negara mempunyai pula kewajiban untuk
menghukum para penjahat biasa; (2) negara mempunyai kewajiban bersifat Tesiprositas
terhadap sesamanya dalam mendorong dan mengembangkan ketertiban dunia, Cukup

menarik pula bahwa perkembangan ini terjadi pada waktu sekitar pembaru-pembaru hukum
pidana, seperti Beccaria dan Bentham mendapatkan dukungan mengenai pandangan mereks
yang baru itu, begity pula setelah

penulis seperti Grotius memperluas pandangan dalam
whsan-tulisan sebelumnya dengan membawa law of nations ke suatu tingkat pembahasan
yang baru, _
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Kebanyakan penulis dan ahli hukum pidina yang mengkaji masalah i berpendapat
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Praktik dari extraterritorial imunity oleh kul‘cnunyn adalah diperluas sampai kepada
at kebutuhan mereka untuk ad
an Iungm-i’ungsi nonnasionalnya,

Pribadi-pribadi tertentu dengan alas

Kapasitas mereka berada di luar keky

omanisasi—organis:\si internasional, menging

anya imunitas
Jemikian agar dapat melaksanak d

animunitas diberikan kepada pribadi mereka atau
asaan yurisdiksi dari syaty negara yang jika tidak

emikian pula terhady
teritorial. Oleh karenanya pribadi-prib

Jemikian akan melakukan yurisdiksi d p mereka dengan alasan prinsip
adi itu dengan alasan mengenai kapasitas yang

kiR as tersebut dan bukanlah mengenai tempat di mana orang
itu berada. Dan ini diterapkan pada kepala negara, diplomat, dan anggota-anggota tertentu

merupakan ciri kKhas dari imunit

dari organisasi internasional.

Dia didugakan sebagai suatu perluasan darj doktrin kedaulatan yang dipersonifikasikan

dalam wakil-wakil diplomatik atau badan-badan organisasi internasional guna menjamin

pelaksanaan fungsi perwakilan mereka.

Rasio mengenai materi adalah untuk menegaskan kedaulatan teritorial, sedangkan
rasio personal adalah menolak kedaulatan teritorial itu. Tetapi pandangan seperti demikian
. dapat membingungkan. Tujuan dari mempertahankan kedaulatan teritorial dengan suatu

pemberian ferritorial asylum adalah untuk memberikan seseorang dalam wilayah hukum
imunitas dari kebiasaan yurisdiksi lain, sedangkan tujuan dari menolaknya dengan alasan
imunitas personal adalah juga untuk diberikan kepada seseorang imunitas terhadap penguasa
yurisdiksi tanpa memperhatikan apakah situs yang jika tidak demikian tentu dilaksanakan
yurisdiksi teritorial. Keduanya hasilnya sama, yaitu imunitas personal dari jangkauan proses
pengausa lain, juga walaupun mereka berbeda mengenai premisnya. Memberikan dasar
kepada prerogatif hukum itu adalah untuk keduanya dalam doktrin kedaulatan yang suatu
kejadian diterapkan kepada individu dengan alasan oleh karena di sana dia adalah, dan
dalam kejadian lain oleh karena siapakah dia, atau apakah yang dilakukannya.

Dapat diragukan bahwa diplomatic asylum dalam kaitannya dengan
mengenyampingkan prinsip teritorialitas agar memberikan jaminan kepada tujuan dan
fungsi-fungsi dari perwakilan asing yang diakui dalam kapasitas mewakili negara lain.
Tetapi jika prinsip dari ekstrateritorialitas diplomatik tidak dapat diterima secara mendasar,
maka perbedaan antara diplomatic dan territorial asylum, tidak akan lebih lama lagi.

IX. ALTERNATIF TERHADAP EKSTRADISI

Terlebih dulu perlu dikemukakan bahwa alternatif-alternatif terhadap ekstradisi bukan
dimaksud sebagai ekstradisi yang lain daripada berdasarkan perjanjian antarnegara. Yang
dimaksud dengan alternatif terhadap ekstradisi adalah suatu tindakan yang legal dan
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Caradan strategi yang disebutkan di atas adalah ekstralegal, baik dalam benuk

hakikatnya. Terlepas dari hal membahayakan hak asasi manusia, praktik-praktik d
u stabilitas hubungan internasional dan merusak proses '

mﬂllpuﬂ
_ emikiap
Internasiong).

Teknik-teknik yang dikemukakan di atas tidak biasa dalam hukum, oleh Karena proges
hukum yang biasa sudah ada, yaitu ekstradisi. Sebaliknya, praktik-praktik in; Mungkiy
disebabkan frustrasi pada negara yang meminta diekstradisi yang telah mengikuti salyrgp.
saluran formal tetapi tidak berhasil. Pernah dipertanyakan orang: jika ekstradisi gagal
apakah penculikan merupakan cara penyelesaian? '

itu menggangg

Dalam usaha untuk mengontrol terorisme individual, dan argumentasi yang timbu]
dalam kaitan dengan penculikan: mengapa disebut terorisme jika perbuatan itu dilakuka
oleh seorang pribadi yang bertindak sendiri atau atas nama kelompok politik, dan bukan
terorisme bilamana perbuatan yang sama dilakukan oleh agen suatu negara?

Ciri dari perbuatan ini adalah bahwa agen-agen dari suatu negara bertindak secara
melawan hukum dengan kekuasaan menangkap dan menguasai seseorang dalam yurisdiksi
negara Jain tanpa persetujuan negara lain tersebut dan dengan mengganggu kedaulatan dan
integritas teritorial negara itu, Di sini terkait tiga gangguan utama, yaitu : (1) mengganggu
ketertiban dunia, (2) mengganggu kedaulatan dan integritas teritorial dari negara lain, dan
(3) mengganggu hak asasi dari individu yang ditindak secara melawan hukum itu,

| Teknik ini haruslah dibedakan dari upaya formal atau quasi formal lainnya W
:’l::;lll :Ialr,;:c:zi?ii:“;:ln,l Kejadian yang paling dramatis dalam sejara.h ‘adal.ai} mﬁm
0 dicr dan i “m:; Ahlers, dan Tshombe. Dalam peristiwa-peristivainl AE#
of law, Kl!hilnqum; 'i1ll'lf .dlilfll!l nu.:mbnhnyaknn yang disebut imemarfonal d.uc
K peristiwa ini terjadi dalam bulan Februari 1973, yaitu ketiK
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pemperhatkan mengenai di manakab pebuntan-perbuatan jug kecara aktual tefah terjadi,

Dalam menolak angumentasi-argumentasi et lerdukwa utuma, yaity warga negara Turki
1

vang bernana Faik Bulit, Mahkamah Militer (a1, mengemukakan peristiwa Eichmann
sehagai preseden yang sah,

Berlanjutoya praktik seperti ini adalal Sualu pertanda bahwa bilamana seorang yang
Jicard dihadapkan kepada pengadilan dalam hegeri maka pengadilan akan- menyatakan
kehadiran secara nyata fisik itu telah dianggap cukup sebagai dasar yurisdiksi dikaitkan
Jengan terdakwa tanpa mempersoalkan bagaimana ia telah ¢ itangkap dan dihadapkan ke

peagadilan,

Dalam pengndi.lan Faik. Bulut, warga negara Turki yang ditangkap oleh tentara Israel
pada bulan Februari 1973 di kamp pengungsi Palestina yang terletak 100 miles di dalam
daerah teritorial Libanon. Bulut yang ditangkap bersama sepuluh orang lain, adalah warga
negara berbagai negara Arab, dituduh atas dasar undang-undang Israel, yang diberlakukan
bagi setiap orang, di manapun dia ikut serta dalam syam organisasi yang bermaksud untuk
menimbulkan bahaya terhadap negara atau terhadap warga negara Israel, Pengacara dari
Bulut mengemukakan masalah yurisdiksi atas dasar bahwa Bulut dengan yang lainnya itu
ditangkap dengan melanggar hukum internasional dan bahwa undang-undang Israel hanya
dapat diterapkan kepadanya bilamana dia memang melakukan suatu kejahatan di Israel
atau terhadap warga negara Israel, yang dalam peristiwa ini sama sekali tidak ada. Mahkamah
Militer tanggal 23 Juli 1973 menolak kedua argumen itu dan mengemukakan peristiwa
Eichmann dan Kerr sebagai presedennya yang diakui berwibawa. Dalam peristiwa Kerr
sebenarnya Illinois adalah teritorial yurisdiksinya oleh karena kejahatan telah dilakukan di
sana, sedangkan mengenai Eichmann, memang dianggap ada suatu yurisdiksi universal
oleh karena dia telah melakukan yang disebut kejahatan-kejahatan internasional. Hal ini
menunjukkan kerancuan yang ditimbulkan oleh yurisdiksi mengenai perbuatan, dan
yurisdiksi mengenai orang.

Amerika Serikat dalam peristiwa Kerr mengemukakan bahwa masalah yurisdiksi
mengenai perbuatannya adalah sah. Sebagai alasan selalu dikemukakan bahwa melawan
hukum menurut hukum internasional adalah bilamana pengiring dan penangkap adalah
seorang agen publik atau orang lain yang berbuat atas nama negara. Argumen ini didasarkan
kepada pikiran bahwa hukum internasional dirancangkan untuk membatasi perbuatan negara
dan bukan untuk menjamin integritas dari suatu proses bilamana dibahayakan oleh manusia-
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atan oleh sukarelawan-sukarelawan sipil apabila hal. ‘“f menfguntun'g]t:an_ Standar ganda
ini sangat jelas sekali dan akan mengakibatkan lebih jauh tidak dlhmraukannya hukum

2
Inggris

internasional.

Jika proses dengan maksud agar seseorang ditempatkan dalam suaty kondis; begity
rupa, sehingga dia masuk ke dalam kontrol dari penguasa negara yang mempunyg;
kepentingan dan menempatkan orang itu dalam pengawasan yuri sdiksinya, disebut dengan
disquised exiradition. Mengenai cara dilakukannya tidaklah ilegal menurut hukyp
internasional karena orang itu tidak digiring dan ditangkap secara melawan hukum. Halipi
tidak pula suatu proses informal dari penyerahan sebab agen dari negara yang berkepentingan
tidak mempunyai rencana untuk menangkap oran g itu, dan juga mereka tidak melakukan
kerja sama untuk itu. Dia adalah suatu cara yang menggunakan undang-undang imigrasi
untuk menolak seorang asing mendapatkan hak menetap di negara itu, dan
dupat membawa orang tersebut keluar, atau dideportasi. Tindakan ity aka
secara langsung atau tidak langsung orang itu ada di bawah kontrol age
mencarinya. Cara ini bermaksud: (1) menggunakan undang-undang dan p'eraturan tmigrast,
sebab (2) orang it sedang berada dalam vurisdiksi dari suatu negara yang diharapkan
sebagai asylum, (3) dia kemudian ditolak sebagi pencari asylum, (4) dia dipindahkan atau
dideportasi atau diminta unnyk meninggalkan negara ity atau ditolak masuknya secara sah,
dan (5) keberungkatannya dilakukan dengan suatu cara yang mengakibatkan dia

dengan demikian
n memungkinkan
n negara lain yang
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EKSTRA
ANTAR NEGARA DISI DALAM HUBUNGAN

SAAT INI DAN MASA MENDATANG

;cmcmnsﬂ““l’ dalam tangan agen-agen dari negara y

Hak negara untuk menyctujui dan memberikan ijin tinggal kepada seorang asing adalah
bagian dari undang-undang imigrasi dan karenaya adalah bagian dari undnng—unt-iang dalam
negeri. Beberapa negara menegaskan hak tersebut sebagai sesuatu yang bersifat cksklusif
dan menolak dalam penerapannya itu keberlakuan hukum internasional, Seperti demikian
misalnya pendapat Amerika Serikat.

ang berminat,

Sebelum menkaji mengenai penerapan prinsip tanggung jawab negara, adalah penting
untuk mengetahui mengenai tiga kategori bahaya yang muncul dalam praktik dan diskusi
orang. Tiga kategori bahaya itu adalah: (1) bahaya terhadap kedaulatan, integritas teritorial
dan proses hukum dari negara di mana telah terjadi perbuatan tersebut, ( 2) bahaya terhadap

hak asasi manusia dari individu yang terlibat, dan (3) bahaya terhadap proses hukum
internasional.

Tanggung jawab negara dibebankan pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh
negara melalui badan-badannya atau kegagalan negara melaukan sesuatu, jika dianggap
bahwa untuk itu ada kewajiban huum melakukan. Hal ini enimbulkan dua pertanyaan pokok,
yaitu: (1) bagaimanakah tingkat hubungan yang harus ada antara negara dan badan-badannya
atau antara badan-badan negara dan individu-individu yang berbuat dalam kapasitas sipil,
untuk dikaitkan dengan tanggung jawab negara, (2) apakah suatu negara berkewajiban
hanya untuk menahan diri dari keterlibatan dalam perbuatan-perbuatan yang

membahayakan, apakah ada kewajiban untuk juga mendegah perbuatan-perbuatan tertentu
sehingga tidak terjadi.

Jelas bahwa tanggung jawab negara dilekatkan pada perbuatan-perbuatan yang
dilakukan oleh badan negara atau oleh invidu yang berbuat untuk atau atas nama negara.
Dalam hal terakhir ini bentuk hubungan antara individu yang bertindak secara pribadi dan
negara tidaklah begitu jelas, dan customary international law juga tidak mempunyai
ketentuan mengenai ukuran-ukuran tentang ini. Tetapi tidak diragukan bahwa dalam
kejadian-kejadian di mana negara melalui agennya telah menghasut, mendorong atau
mendesak individu-individu pribadi untuk ambil bagian dalam perbuatan melawan hukum
negara bertanggung jawab. Jelas bahwa tidak adanya hubungan antara negara dan individu
yang berbuat secara pribadi, menjadikan semakin sulit pula untuk menjelaskan betapa
tanggung jawab negara terhadap perbuatan individu walaupun itu dilakukan untuk
kepentingan negara.

Apakah tanggung jawab negara itu didasarkan hanya pada perbuatan-perbuatan ataukah
juga diperluas sampai kepada perbuatan-perbuatan pasif seperti bilamana negara hanya
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memberi {l
pewajiban pad
mcngctahui tentan

. untuk dapat ierjadinya perbuatan itu? Orang akan b“flanya .
i . Pa
negara untuk mencegah perbuatan melawan hyky, il r:ah "
a0 gj,

A pihﬂk ,
4tau mempunyai kemampuan untuk mencegah gg; erjaq;
lnya i[u’)

gifu

1t ditcgaskan bahwa hukum internasional dewasa ini melekatkan tan
Naps penaﬂgk“pa" secara tidak sah dari orang-orang bilamang dilak Ja
cyalu negara atau individu yang bertindak untuk atay atas Wka, Oley
ang menyusulinya baru maaf diplomatik, Scda"gkan ma Negary.

ang telah ditangkap secara tidak sah itu masip belum d-tengenai
egasky
n

iban h”kun;

h
negara terhadap b
agen-agen dar
Tetapi upayd ¥ gy
. ali aoran
i:i:;bs;ﬁ::?:kui pahwa tanpa upaya demikian maka integritas dari keger
dunia tidak akan tercapat.
Telah dikemukakan bahwa setelah 1948 terjadi perkembangan Yang mem
jcbih besar lagi perlindungan terhadap hak—ha.k k-e manus.iaanl dan menypy,
diperlukannya suatu due process of law yang bersifat mternas.lonal yang mengay, hubyy
hubungan internasional. Perkembangannya dalam sejarah dari praky ekstragi,
menyimpulkan hahwa mereka yang “dicari” itu, memang pada mulanya beg, adi;
dengan keperluan untuk memelihara ketertiban dalam negeri atay ketertibay
bersangkutan dan tidak merupakan suatu upaya dari kerja sama Internasiong]

memelihara kepentingan masyarakat dunia.

Perhatiy,,
Kkan g,

bl.lngan
Egary
untuk
Dalam pengkajian oran g memerukan utnuk memperhatikgn sumber-sumber dari hgi
asasi manusia ini, yang kemudian menentukan apakah sumber-sumber ini berisikan suaty
hak khusus sehubungan dengan penerapan dari penangkapan secara tidak sah, dap
penyerahan tidak menurut ketentuan berlaku. Mengenai sumber-sumber hukupy dapat
disebut:

charter dari Perserikatan Bangsa-Bangsa;

Universal Declaration on Human Rights;

perjanjian-perjanjian yang bersifat multilateral;

keputusan-keputusan dari International Courts;

resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Mengenai charrer PBB beberapa pasal menunjuk diperhatikannya hak-hak

kemanusiaan ini, seperti Pasal 1 Ayat (3), 13 Ayat (1-b), 55 Huruf (¢), 62 Ayat (2), dan 76
Huruf (c).

Pasal 55 dari charter menyebutkan, “With a review to the creation of conditions of
smllnhry and well being which are necessary for peaceful and friendly relations among
nations based on respect for the principles of equal rights and self-determination of peoples
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the United Nagions shall promote: (-) univeraal reapeet for
rights and fundamemial freedomy Jor oll without ;Hmm-u,.,,,,

peligions.”

amd olreervaner of, hiomn

H teo raer, xes, langrage, or

s tersebut oleli any o N

Pencg fersehdtolet yak pakar hukum iMernasion] dipnntlang sebagni sty

pernyatadt duri prmsIp-prnsip atau suat twjnan yang whan dic

pun yang berkesimpulun buhswa dilam sl ity ditentkuy menge
NeRArn berdaswrkan charter,

apnl, wednngkinn hanyuk
natk ke witjiban-kewajitn

Tetapi lebih jauh Pasal 56 charrer menyutukin, "Al e
ake joint and separate action in cooperation wigl he o
the purposes set forth in Articie 55,

mhers pledye themselves tn
andzitlon for the aclievement af

Dalam salah satu keputasan International Conrr of Fustice, dwlnn aedvisory opinion

ierhadap the legal consequences for statey of the continned presence of Sonth Africa iy
Namibia, tersimpul pengakuan baliwa elurter iy menerapkim kewajibun, imk kemutsinan,
terhindap pegari-negara anggota, dan bahwa smcua itg mrtpikan kewajitinn-kewajiban
yang bersliat self-executing, Pengaditan it dulam pencnpatnyi teluh mclm.clnukuknn imwn
aturan perundang-undangan Afrika Selutan yang bersifal wpaetheid, " Con
of the pruposes and principles of the charter of the United Nutions, ™

stituse o violttion

The Universal Declaration of Htman Rights yany teluh diterimu dalam thun 1948
sebagai resolusi di Sidang Umum Perserikutan Bungsu-Bangsu dan merupakan hak-hak
preventif, yang beberapa di antaranyu menjadi penghulang dard prakiik penengkupan seeata
tidak sah dan penycrahian ying tidak menurut ketentuan, misalnyn Pasal 3; “Everyone has
the right te life, liberry, and the security of persan," Pasal 9 “No one shall be sufifeeted to
arbitrary arrest, detetion or exile,” Pusal 103 “Everyone is entitted in fill equality to
Jair and public hearing by an independent and military tribuned, in the determination of
his rights and obligations and of any criminal charge against lim,"

Memang dipermasalalikon puls apokah deklarasi ini mempunyai kekuatan mengikat
menurut hukum, Ada pendapal yang mengutakan, buhwi sebagai resolisi duri Sidang Unwi
PBB dia tiduk mempunyai kekuntan hukum mengiknt terhicdap negaru-negars anggotu,
tetapi pendapat lainnya menyatukan, dia merupakan penafsiran terhadap kewajiban charter,

Dikatakan, bahwa deklarasi pun mengadaknn suatu konsensus dari negara-nogura
anggota dan sejak itu dia merupakon bagian dari general principles of Internationat luw
recognized by civilized nations, sehinggn ketentuan-ketentuan duri deklurasi itu duput
dikatakan mengikat secara hukum karena din menafsirknn mengenai prinsip dan tjuan
charter dan dupat diterapkan terhadap negarn-negara anggota seperti eluh ditegaskan oleh
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ditiaruskan oleh Pasal 50. Selanjutnya sebagai bagiay dar;
annyd principles pemnggarnnterhadap nOrma-normgp
e hﬁkum internasional yang kepadanya telah ¢

Pasal S5, yang pclaksan.a
m internasional, yaitu
hayakannya

huku t:k‘“k‘fln

mengakibatkan diba
tanggungjawab negara. N kita lihat, seperti halnya pada [p;
. serjanjian-perjanjian ini apatKl _ cL ,m?m"{
Penerapan dan pernany! orma khusus yang menafsirkan mengenai PrINSIp-pringip, dan
Declarations, Yait! sebagzl n cbagi konsekuensinya adalah semuanya itu dapat diPﬂndang
ndari c-haﬂ'é'r ?;6 dari charter. Di samping itu sebagai perjanjian i“tefﬂasinnaL
sebagai self-execufing P;sa' hukum internasional yang konvensional, dan mendapatkyy,
ja merupakan bagla:ajsga dari sumber hukum internasional itu.

mjuan-mj”a

ikatn
kekuatan merfgi kan lagi, bahwa membahayakan .bebera_apa Ihak kemanusiaan yan
'ﬁda;F dirag aturan internasional tersebut di atas menimbulkan hak-ha) dapyy
dilindungt oleh aturﬂﬂ; internasional segala sesuatu yang telah termasuk dalam kewajibap
dilaksanakannyjd m;rnegara yang disimpulkan dengan upaya-upaya khusyg. Dalam
dan tanggung Jaw;'ta lihat beberapa peristiwa, seperti peristiwa Jacob Solomop_ Dalam
chkc‘mbzfngannyan Ibekas warga negara Jerman telah dipaksa dibawa ke Jermap dengan
kefdit;;tl;;;“;iii Oleh karena perjanjian tahun 1921 antara Jerman dan Swiss Masih
:e ;rpakan sesuatu yang belum diselesaikan pada waktu ltu maka masalah itL} diserahka
kepada Mahkamah Arbitrase Internasional, yang tidak lama kemucl-lan Termap
mengemukakan kekeliruannya dan menyerahkan Jacob kepada penguasa Swiss,

Peristiwa yang lain adalah mengenai seorang warga negara Belgia yang telah ditangkap
oleh agen-agen Perancis dan dibawa untuk diadili di Perancis. Tribunal Correctiong)
d'Avesnes yang diadakan pada tahun 1933 menegaskan, bahwa tersangka harys
dikembalikan ke Belgia oleh karena dia telah ditangkap secara tidak sah. Dan tersangka
segera dikembalikan ke Belgia. Dalam tahun 1965 muncul lagi masalah antara Italia dan
Swiss yang disebut dengan affair Mantovani, dan dalam kejadian ini orang yang ditangkap
secara tidak sah itu dikembalikan ke Swiss dan Pemerintah Italia mengemukakan penyesalan
serta maaf kepada Pemerintah Swiss, Tahun 1962 terkenal pula peristiwa dengan sebutan
the Red Crusader antara Denmark dan Inggris, yang melibatkan penangkapan seorang

kapten kapal ikan oleh Denmark yang menangkap orang ini untuk diadili karena secara
tidak sah melakukan penangkapan ikan di

penangkapan tidak sah ity dan ka
tahun 1974 Amerika Serikat telah
Serikat 30 yards masuk ke dalam
Kanada, maks dj, dikembalikan

perairan teritorial, Inggris memprotes
Pten kapal itu dikembalikan ke negaranya. Begitu pula
menangkap seorang prajuritnya melalui agen Amerika

daerah Kanada, tetapi kemudian juga karena protes dari
ke Kanada,

kH]
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Terakhir Kita lihat pularesolusi dari Dewan Keamanan PR g

i . atas dasar protes Argentina
rerhadap Isracl dalam peristiwa Eichmann, yang dalam peristi

. & wa ini Dewan Keamanan
mene gaskan, .. That acty such as that undey consideration, which affect the souvereignity
c'f(mofht'r‘ state and therefore, cause international Jriction, may, . -
peace and security. Request the governme
accordance with the charter of the Unite

if repeated, endanger
nt of Israel 1o make appropriate reparation in
d Nations and the rules of international law."”

Jelaslah prinsip-prinsip dari charter dan aturan-aturan hukum internasional meliputi
Jindungan secara internasional dari hak-hak kemanusiaan yang merupakan bahaya yang
memang terlibat dalam praktik-praktik ini.

KESIMPULAN

Oleh karena itu, di dalam pengaturan masalah ekstradisi ini kita melihat semakin luas
dan banyaknya segi yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan untuk disinggung pula
oleh perjanjian ekstradisi tersebut, antara lain adalah mengenai hak-hak kemanusiaan yang
relah menjadi tanggung jawab negara untuk melindunginya sebagai suatu usaha ketertiban
dunia. Terlebih lagi bagi kita, yang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara
tegas disebutkan mengenai kewajiban untuk memelihara kesejahteraan dunia, masalah-
masalah yang berkaitan dengan hal tersebut harus mendapat perhatian kita pula.

Harus pula segera ditambahkan, jika ekstradisi merupakan satu-satunya proses yang
sah untuk menjamin diserahkannya seseorang yang dikehendaki oleh suatu negara yang
Jain daripada negara yang telah dicari oleh orang tersebut untuk melindunginya, maka
semua upaya lain dengan maksud untuk menyerahkan orang tersebut adalah tidak sah.
Semua yang dikatakan di atas sebagai alternatif terhadap ekstradisi adalah tidak lazim dan
bersifat luar biasa. Termasuk di dalamnya itu adalah penggiringan secara melawan hukum,
baik dengan menggunakan aturan perundang-undangan imigrasi maupun cara-cara lain

dan dengan alasan apapun.
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